
  

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK 

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK 

NOMOR 6 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK 

NOMOR 8 TAHUN 2006  

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SOLOK, 

 

Menimbang   : 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi 
pemberian bantuan keuangan kepada 
Partai Politik di Kota Solok yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Solok Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2006 
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Mengingat    : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik;  

 
 
 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, 

tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1956 
Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang 
Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya 
Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, 
Tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3852); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 
tentang Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 47); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, 
tentang Susunan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan 
Pertimbangan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang–
undang Nomor 12 tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Negara Republik 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2008  Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4801) ; 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4836); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4416), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4417) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4513); 
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